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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam situasi terhadap aksi penyelundupan yang di setiap tahunnya kasus 

tersebut selalu dihadapi, sebagaimana di dalam pengertiannya penyelundupan 

merupakan sebuah pelanggaran terhadap barang yang seharusnya dikenakan bea 

maupun cukai melainkan barang yang masuk tidak membayar bea yang telah 

disyaratkan, dengan kata lain tidak memenuhi formalitas pabean serta barang 

illegal tersebut tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Jonathan Law, 2006). Sedangkan pengertian penyelundupan (smuggling) menurut 

Baharuddin Lopa adalah “Mengantar pulaukan maupun mengimpor barang yang 

tidak memenuhi formalitas pabean dan tidak memenuhi peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan dan yang telah berlaku” (Prof. DR. H. Baharuddin 

Lopa, 1980).  

Dari beberapa kasus penyelundupan, barang-barang yang berhasil lolos dari 

deteksi tersebut kemudian diedarkan di pasaran untuk dijual bebas. Beredarnya 

barang hasil penyelundupan pada pasar bebas ini nantinya akan berdampak pada 

kerugian negara karena akan beresiko melemahkan industri dalam negeri terhadap 

persaingan bisnis, sebab produsen barang yang sama menjadi kalah saing yang 

diakibatkan dari masuknya barang impor yang memiliki kualitas lebih baik, barang-

barang hasil penyelundupan ini tidak memenuhi syarat wajib membayar bea masuk 

maupun pajak yang membuat harga jual lebih rendah dan pada akhirnya efek 

tersebut membuat barang yang dihasilkan oleh produsen-produsen dari dalam 

negeri merasa dirugikan. Dikatakan suatu barang tersebut illegal apabila barang 
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tersebut tidak memenuhi pengenaan bea masuk atau memang sengaja dilanggar dan 

barang yang didapatkan tidak sah secara hukum (Muhammad, 2020). 

Penyelundupan termasuk kedalam kejahatan transnasional dimana bentuk 

kejahatan ini menjadi ancaman bagi keamanan global (Indonesia K. L., 2019). Di 

dalam hubungan internasional, kejahatan transnasional bukan lagi menjadi suatu 

fenomena yang baru dan hadirnya kejahatan transnasional di era globalisasi pun 

tidak dapat terpisahkan. Adapun faktor-faktor yang menunjang perkembangan dari 

kejahatan transnasional yakni perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan 

transportasi yang membuat pergerakan manusia semakin pesat.  

Dengan hadirnya globalisasi yang membuat hubungan antar individu, 

masyarakat dan bangsa saling mempengaruhi dan bergantung sehingga terciptalah 

borderless world atau dunia tanpa batas. Maka dari itu seiring berkembangnya 

zaman maka semakin berkembang pula berbagai bentuk kejahatan transnasional 

yang telah di identifikasi sebagai ancaman bagi keamanan negara. Kejahatan 

transnasional bukan hanya sebuah ancaman melainkan musuh bagi negara karena 

bersifat lintas batas negara dan terlarang ini mengabaikan perbatasan negara dan 

segala bentuk kedaulatan, atau dapat diartikan bahwasanya kejahatan transnasional 

tidak lagi melihat wilayah, perbatasan, batas yuridiksi atau kedaulatan dari suatu 

negara melainkan melihat dari sisi perdagangan gelap (penyelundupan), kelancaran 

arus barang yang nantinya dari hasil kegiatan tersebut menghasilkan uang bagi para 

pelaku kejahatan. Tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku untuk 

menggunakan kekuatan senjata demi melawan aparat dalam upayanya agar dapat 

lolos dari penangkapan (Wangke, 2011). 

Dapat dilihat bahwasanya Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan 

secara letak geografisnya yang sangat strategis memungkinkan dijadikan alur 
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masuknya berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian kekayaan sumber daya alam 

di Indonesia dan penyelundupan, dikarenakan wilayah yang strategis tersebut 

dimanfaatkan para pelaku dengan berbagai cara terhadap kegiatan illegal yang 

dimaksud. Karena Indonesia tidak dapat menghindar dari posisi geografisnya 

sebagai negara transit maupun tujuan para penjahat penyelundup. Hal ini 

mengharuskan aparat keamanan di Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai sebagai institusi pemerintah di Indonesia terkhusus pada Direktorat 

Penindakan dan Penyidikan, subdirektorat patroli laut yang memiliki peran penting 

sebagai garda terdepan dalam pengawasan terhadap penyelundupan, dalam peran 

ini membawa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penjaga pintu gerbang 

bangsa (Cukai D. J., 2017).  

Dengan komitmen yang dilakukan oleh pihak DJBC terhadap pelaksanaan 

Operasi Patroli Laut DJBC secara berkesinambungan serta bersinergis bersama 

dengan pihak maupun lembaga lain dalam membuahkan hasil penindakan yang 

maksimal untuk mencegah kasus dari penyelundupan. Karena DJBC yang menjadi 

garda terdepan ini berusaha demi melindungi ancaman terhadap negara dengan 

masuknya barang-barang illegal yang tentunya sangat mengganggu stabilitas 

ekonomi dalam negeri maupun dapat membahayakan keselamatan masyarakat. 

Tidak hanya itu, perlunya kontribusi dari individu maupun masyarakat terkhusus 

pelaku usaha untuk menjalankan usaha yang legal agar dapat terciptanya 

perekonomian dalam negeri yang transparan, adil, dan bersih sehingga penerimaan 

negara dapat optimal untuk kemakmuran rakyat (Cukai K. K., 2017). 

Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan menegaskan bahwasanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 

kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar 
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maupun yang masuk ke dalam wilayah pabean, akan tetapi mengingat Indonesia 

secara letak geografisnya terbilang sebagai negara kepulauan dimana laut tersebut 

berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga sangat di perlukannya 

pengawasan terhadap barang yang diangkut melalui jalur laut untuk mencegah 

adanya kegiatan modus penyelundupan antar pulau. Pengawasan terhadap 

pengangkutan barang tertentu di wilayah pabean adalah suatu bagian yang tidak 

dapat dipisahkan atau perpanjangan kewenangan pabean yang mana DJBC sendiri 

menjadi salah satu instansi terhadap pengawasan di perbatasan (Keuangan, 2006). 

Sedangkan Singapore Police Coast Guard yang merupakan bagian dari unit 

Kepolisian Singapura yang memfokuskan pada penguatan maritim dengan menjaga 

keamanan serta keselamatan perairan Singapura dalam mencegah dan menghadapi 

berbagai perkembangan baru yang menjadi tantangan kedepannya terhadap 

kejahatan di perairan teritorial Singapura (Force, 2021). Di dalam kerjasama ini 

lebih memfokuskan kepada tugas dan fungsi dari patroli laut terhadap perairan serta 

perbatasan Singapura yang dilakukan oleh Singapore Police Coast Guard 

sebagaimana dibawah kewenangan divisi dari Singapore Police. Karena wewenang 

dari Singapore Customs sendiri merupakan bagian dari Ministry of Finance 

Singapore yang berfokus pada pengaturan perdagangan barang seperti halnya 

kegiatan impor dan ekspor, serta mengoptimalisasi penerimaan negara, pada 

kegiatan pengawasannya hanya sebatas pemeriksaan dan penegahan barang-barang 

illegal (Customs, 2022). 
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Gambar 1.1 Peta Selat Singapura 

 

Sumber : (Riffi, 2017) 

Singapura menjadi negara tetangga yang berbatasan laut dengan negara 

Indonesia, perbatasan laut antara Indonesia dengan Singapura berada pada wilayah 

perairan Selat Singapura sebagai jalur pelayaran internasional dan tentunya 

mempunyai peran yang begitu penting di dunia internasional, karena 

menghubungkan antara negara yang berada di wilayah timur dan wilayah barat 

dunia sehingga mobilitas yang tinggi antar warga negara perbatasan mengakibatkan 

banyak terjadinya kejahatan berupa penyelundupan yang terjadi di Selat Singapura. 

Selat Singapura penting bagi navigasi internasional. Selain itu Selat Singapura juga 

merupakan perpanjangan dari Selat Malaka yang memiliki nilai ekonomi dan 

geografis yang tinggi sehingga menghadirkan sebuah ancaman keamanan yaitu 

kejahatan transnasional (Haka Andinantha, 2021). Diketahui bahwa wilayah 

perbatasan perairan antara Indonesia dan Singapura adalah jalur strategis yang 

menjadi jalur perlintasan kapal yang berlayar antar samudera maupun antar benua. 

Situasi ini memerlukan pengawasan yang ketat di wilayah perbatasan Indonesia dan 

Singapura (Katadata, 2020). Bagi Indonesia sendiri, Selat Singapura mempunyai 
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peran penting dalam pertahanan nasional, kegiatan ekspor maupun impor energi 

dan barang, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, sedangkan bagi Singapura 

menjadi jalur pendistribusian barang dan keamanan selat pun penting terhadap 

keberadaan dari Port of Singapore.  

Kasus penyelundupan yang terjadi di Selat Singapura dapat berupa Bahan 

Bakar Minyak (BBM) illegal yang dibawa oleh dua kapal dengan tidak 

dilengkapinya dokumen serta tidak masuk kedalam daftar manifest, selain itu alat 

keselamatan tidak lengkap dan tidak adanya buku pelaut pada ABK. Dalam kasus 

ini TNI Angkatan Laut ikut mengatasi kasus tersebut setelah melaksanakan 

Konsolidasi Operasi Keamanan Laut dan menggagalkan penyelundupan dengan 

muatan solar sebesar 10.000 Liter dari kapal KM Ringgo Natuna dan muatan solar 

sebesar 8.000 Liter dari kapal KM Sukses Sejahtera (Astungkoro & Yulianto, 

2021).  

Adapun kasus penyelundupan minuman etil alkohol illegal sebanyak 10.515 

asal Singapura dengan tujuan ke Jakarta ini ditangani langsung oleh pihak Bea 

Cukai, penyitaan dilakukan dikarenakan minuman beralkohol ini tidak dilekati pita 

cukai dan termasuk illegal (Harahap, 2021). Penyelundupan MMEA (Minuman 

Mengandung Etil Alkohol) ditangani oleh Bea Cukai Kepulauan Riau dengan 19 

tersangka beserta barang bukti di perairan Selat Singapura dengan tanpa dilengkapi 

pita cukai sebanyak 473 kardus dan 686 karton dengan total dari nilai barang 

sebanyak Rp.10.338.106.000 dan potensi kerugian negara sebesar 

Rp.21.005.720.400, kapal yang memuat MMEA tersebut melakukan pembayaran 

dengan ship to ship bertepat di perairan Singapura (Ikhsan, 2020). 

Upaya penyelundupan rokok illegal diangkut dari Jurong, Singapura 

menggunakan kapal tongkang ke Batam sebanyak 1.673 bal disimpan dalam dua 
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kontainer dilakukan dengan modus baru yakni barang illegal dimasukkan kedalam 

kontainer melewati pintu masuk resmi dari Pelabuhan Batuampar yang kemudian di 

alihkan langsung ke kapal lain dengan asalan pengiriman ke luar negeri melainkan 

dikirim ke wilayah Indonesia (Billiocta, 2021). Banyak dari kasus penyelundupan 

yang terjadi terutama di perbatasan perairan wilayah Indonesia-Singapura, seperti 

halnya kasus penyelundupan Barang Kena Cukai (BKC) seperti rokok maupun 

Minuman Mengandung Etil Alkohol. 

Dalam hal ini Indonesia dan Singapura melalui Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai bersinergi dengan Singapore Police Coast Guard melakukan sebuah 

kerjasama dalam memperkuat pengawasan kemaritiman terhadap kasus 

penyelundupan. Kerjasama ini disepakati dengan ditandatanganinya MoU 

(Memorandum of Understanding) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan 

Singapore Police Coast Guard pada Senin, 03 Februari 2020 di Kantor Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Pusat, Jakarta Timur. MoU sendiri ditandatangani oleh 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Pak Heru Pambudi bersama dengan Commander 

of Singapore Police Coast Guard, Mr. Cheang Keng Keong serta di dampingi 

secara simbolis oleh Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Mr. Anil Nayar beserta 

Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Pak H.E. Ngurah Swajaya.  

Dengan penandatanganan MoU tersebut dimaksudkan sebagai landasan 

terhadap kerjasama antar kedua pihak dalam mewujudkan patroli laut terkoordinasi 

dalam memperkuat pengawasan kemaritiman maupun bertujuan untuk pertukaran 

informasi dalam menanggulangi penyelundupan di wilayah perbatasan Indonesia 

dan Singapura baik itu barang-barang illegal maupun transnational organized 

crime yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat serta melindungi 

dunia industri dari menurunnya daya saing dalam negeri terhadap ancaman dari 
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persaingan yang tidak sehat dari peredaran barang illegal. Dalam meningkatkan 

kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia, DJBC dan Singapore Police 

Coast Guard melakukan capacity building serta berbagai pelatihan dan pendidikan 

untuk pengawasan yang lebih kuat dan efektif (Indonesia K. K., Cegah 

Penyelundupan, Bea Cukai Indonesia dan Singapore Police Coast Guard Bersinergi 

Menjaga Perbatasan Laut, 2020). 

Selanjutnya diadakanlah pertemuan di laut (Rendezvous at Sea) di wilayah 

perbatasan perairan Indonesia dan Singapura oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai melalui Bea Cukai Batam, Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Batam, dan 

Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau bersama Singapore Police 

Coast Guard. Pertemuan ini merupakan agenda lanjutan dari kesepakatan melalui 

MoU (Memorandum of Understanding) antara DJBC dan SPCG, Rendezvous at 

Sea juga terbilang sebagai kegiatan yaitu pertemuan di laut pada masing-masing 

kapal patroli kedua belah pihak untuk melakukan koordinasi (Cukai A. W., 2020). 

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan dalam upaya penanganan kejahatan 

penyelundupan antara lain, adanya Coordinated Patrol yang merupakan kegiatan 

patroli koordinasi dalam rangka mencegah dan memberantas penyelundupan 

barang illegal, Information Exchange sebuah pertukaran informasi dan komunikasi 

sehingga dapat meminimalisir porsi pelanggaran batas wilayah perairan antara 

Indonesia dengan Singapura. Kerjasama berkelanjutan dapat dilakukanlah bilateral 

meeting yang dilakukan antar pimpinan. Adapun salah satu hambatan dalam 

menjalani kerjasama ini menurut data wawancara dengan Reygama Dwisetyo, 

selaku Analis Kerjasama Bilateral Indonesia dan Singapura yaitu pandemi. Yang 

mana dalam kondisi ini pelaksanaan pertemuan kedua negara dilakukan secara 

virtual, hal ini menjadikan kurang intensnya suatu pertemuan (Dwisetyo, 2021). 
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Selain itu, menurut data wawancara dari Muchsinin Husein selaku Kepala Seksi 

Bilateral II menyatakan bahwa hambatan kerjasama ini salah satunya juga yaitu 

adanya perbedaan kebijakan terhadap barang tangkapan, misalnya barang tersebut 

adalah barang illegal yang diekspor ke Indonesia sementara dari pihak Singapura 

barang tersebut legal. Namun dalam hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan 

suatu kerjasama dapat berjalan lancar kedepannya dengan bertukar informasi 

maupun berkoordinasi secara berkesinambungan untuk bersinergi terhadap 

pengawasan di perbatasan perairan kedua negara (Husein, 2022). Sedangkan 

pernyataan dari hasil wawancara dari Andik Krisdianto selaku Kepala Seksi Patroli 

Laut I menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi antara lain, perkembangan 

modus pelanggaran, keterbatasan sarana operasi pengawasan laut, resistensi dari 

oknum masyarakat (Krisdianto, 2022). 

Implementasi kerjasama ini dapat dilihat dari adanya koordinasi yang baik 

antara kedua instansi di lapangan sesuai yang telah ditetapkan di dalam MoU, 

khususnya saat melakukan penindakan terhadap kapal pelanggar yang terjadi di laut 

yang pada umumnya kedua negara saling berkoordinasi untuk menangkap para 

pelanggar wilayah perbatasan dalam melakukan aksi kejahatan. Terlebih setelah 

dua tahun penandatangan MoU banyak kasus yang telah ditindaklanjuti. Di 

samping itu terdapat perolehan informasi maupun data yang valid dan lebih spesifik 

dikarenakan perolehan data tersebut berasal langsung dari pihak terkait. (bcbatams, 

2016). 
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Gambar 1.2 Kedua pihak menggelar Rendezvous at Sea bersama di Perbatasan 

Indonesia-Singapura (Selat Singapura) pada 30 November 2021 

 

Sumber: (Dok DJBC) 

Kegiatan diatas merupakan bentuk dari DJBC serta SPCG dalam 

bekerjasama yaitu Rendezvous at Sea dalam berkoordinasi terhadap kejahatan pada 

kasus penyelundupan terkhusus di wilayah perairan di perbatasan antara Indonesia 

dan Singapura. Sedangkan Coordinated Patrol sebagai bentuk strategi dari 

kerjasama tersebut kedua belah pihak melaksanakan patroli pada masing-masing 

kapal karena jika suatu saat akan ada tindakan dari penyelundupan, maka keduanya 

beraksi dalam mengejar sekelompok pelaku yang dimana bentuk dari kejahatan 

penyelundupan tersebut akan merugikan negara. Penindakan yang dilakukan 

bermacam-macam sesuai dengan komoditi barang pengirim dari penyelundup, 

namun sebagian besar yaitu penyelundupan terhadap MMEA (Minuman 

Mengandung Etil Alkohol) serta penyelundupan rokok illegal. Diadakannya 

Rendezvous at Sea ini diadakan rutin pada jangka pendek sebanyak tiga bulan 

sekali, namun saat kondisi pandemi yang melanda maka dalam kegiatan ini kedua 

belah pihak telah melakukan pertemuan tersebut sebanyak dua kali pertemuan 

(Sembiring, 2021).  
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 Berdasarkan paparan pada latar belakang diatas, penulis melakukan 

penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi kerjasama dari 

Indonesia dengan Singapura dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan di 

perbatasan selain itu mengingat bahwasanya kerjasama kedua negara masih 

berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi penulis 

untuk mengajukan sebuah penelitian yang berjudul:”Implementasi Kerjasama 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Singapore Police Coast Guard dalam 

menanggulangi smuggling di perbatasan perairan Indonesia-Singapura (Studi 

Kasus: Selat Singapura)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dilihat dari penjelasan di latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

penulis, maka dari itu penulis membuat rumusan masalah terkait :  

“Bagaimana implementasi kerjasama yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai dengan Singapore Police Coast Guard dalam menanggulangi 

smuggling di perbatasan perairan Indonesia-Singapura (Studi Kasus: Selat 

Singapura) ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang berkaitan dengan pemahaman, 

analisa, serta pengembangan pada Ilmu Hubungan Internasional. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kerjasama antara Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai dengan Singapore Police Coast Guard dalam 

menanggulangi smuggling di perbatasan perairan Indonesia-Singapura (Studi 

Kasus: Selat Singapura) melalui MoU (Memorandum of Understanding) antara 
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kedua instansi negara selama dua tahun berjalannya kerjasama yaitu pada tahun 

2020-2022.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, manfaat tersebut antara lain :  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

rujukan maupun bahan referensi terkhusus pada perkembangan kajian Ilmu 

Hubungan Internasional, menambah wawasan terkait kajian kerjasama 

internasional antar negara. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

tinjauan pustaka untuk para akademisi yang akan melakukan penelitian dalam 

menempuh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian 

ini memberikan gambaran untuk para peneliti lainnya terkhusus pada 

implementasi kerjasama yang dijalin oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

bersama dengan Singapore Police Coast Guard dalam menanggulangi 

smuggling di perbatasan perairan Indonesia-Singapura dengan studi kasus Selat 

Singapura. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan serta menambah informasi terkait penelitian yang berhubungan 

dengan implementasi kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan 

Singapore Police Coast Guard dalam menanggulangi smuggling di perbatasan 

perairan Indonesia-Singapura terkhusus di Selat Singapura. 
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